
OmIMpnSiI PENDIDI THNGGI PER 

I. PENDANUEUAN 

G BHN 1993 menggariskan bahwa titik berat pembangunan dalam PJP- 
II adalah bidang ekonomi, dicanangkan sebagai penggerak utama 
pembangunan, dengan unsurpenunjangutamanya adalah pabangunan 

sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut 
ernpat bidang rnendapatkan prioribs yang tinggi, yaitu industri, pertanian, 
koperasi, dan perdagangan. Selanjutnya, GBHN 1993 menggariskan bahwa 
pernbinaan keempat bidang tersebut hams diarahkan kepada menehasilkaiz 
sumberdava manusia vana oroduktif, yang dapat mengembangkan pertmian 
yang tangguh, industri yang b a t  dan dapat bersaing, mengembangkan usaha 
koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju, dengan 
mendayagunakan sumberdaya alarn secara optimal. Yang amat spesifik dari 
GBWN 1993 tersebut adalah pernyataan bahwa pembinaan keempat sektor 
mdalan tersebut hams ditempuh rnelalui pembangunan manusimya (perhatikan 
h l ima t  digarisbawahi). 

Menjelang akhir PJP-I, kita dirisaukan oleh semakin meningkatnya 
pengangguran dari lulusan pendidikan tinggi, termasuk kedaIamnya lulusan 
pendidikan tbggi pertanian. Hat ini beraati terdapat kesenjangan antara output 
sistem pendidikan dengan kesempatan ke j a  yang berkembang dalarn sektor 
ekonomi ( b a a  pertanian). Bila kita lacak lebih lanjut kesenjangan ini tarnpahya 
disebabkan oleh dua hal. Sebab pertarna, perkernbangan sektor ekonomi kita 
tidak menciptakan tambahan kesempatan ke j a  yang sepadan dengan jumlah 
lulusan pendidikan tinggi (IT) pertanian. Sebab kedua, sistern PT Pertanian kita 
tidak match dengan tuntutan dunia kerja, atau tidak sepenuhnya terkait atau 
dikaitkan (link) dengan sistem ekonorni y m g  berkembmg, bususnya dengan 
arah dan perkembangan pembangunan pertanim Eta. 

Fenomena tidak link and match-nya dunia pendidikan dengan dunia 
pembangunan dan dunia kerja ini tarnpahyamempakan gejala umum, seperti 
yang dapat direkarn dari basil perurnusan seminar yang baru-baru ini 
diselenggarakan di kampus Jatinmgor, Universitas Padjadjaran, September 



1993. Salah satu rurnusannya menyatakan terdapat indikasi adanya horizontal 
mismatch dan vertical mismatch antara dunia pendidikan dan dunia 
pefnbangunan. Horizontal mismatch yaitu adanya jenis lulusan yang jauh lebih 
banyak dari kebutuhan atau mungkin h r a n g  atau bahkm tidak dihasilkm s m a  
sekali oleh pendidikan tinggi. Vertical mismatch yaitu rnacam atau jenis lulusm 
dan jumlahnya sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja, namun kualifikashya 
belum memadai. 

Tulisan ini tidak akan mempemasalahkan secara langsung apakah benar 
dan seberapa banyak terjadi pengangguran lulusan PT Pertanian, atau seberapa 
jauh terjadi horizontal mismatch dan vertical m h a t c h  antara Iulusan dengan 
kebutuhan dunia ke ja .  Data untuk itu memang tidak mudah memperolehnya, 
kecuali bila diadakan penelitian yang dirancang khusus untuk menjawab 
pertanyaan tersebut. N m u n  bahwa ha1 tersebut nyata adaiterjadi di lapangan, 
tampaknya kita sernua menyetujuinya. Uang ingin k m i  lontarkan dalam 
diskusi ini adalah bagaimana PT Pemnian hwus menjawab arah dm turitutan 
GBHN tersebut di atas. 

11. PEM AN PERTMIAN 
UAN DATMG @ACA: PJPT II) 

E t a  dapat menyimak arah pembangunm pertanian masa yang akan datang 
(baca PJB-II) dari dua visi. Visi p a adaIah visi resmi dari Departernen 
Pertanian, dar, kedua adalah visi yang dikernbanghn dari srategy pernbangunan 
nasional &lam mengantisipasi tantangan globalisasi. Visi pertama diberi judul 
Srategy Dasar Pernbangunarn Pertanian, ymg rnerupakan cuplikan ringkas dari 
Sarnbutan Menteri Pertanian pada a m a  Pernbukaan Simposium Nasional 
Orgmiss i  Profesi & Assosiasi Bidang Pertmian dm Kongres V Peragi, tanggaI 
18 Mei 1993 di Jakarta. Visi kedua diberi judul Tanhngan Global Elembangunan 
Pertanian. 

III. SUTEGY D A S m  HPEMBANGWM PERTANNN 

Mengacu kepada trend perkernbangan sekor permian se lma  PJP-I Departemen 
Perbnian, memprediksi pertumbuhan sektor perbnian selama Pelita VI sebesar 
3,5 persen per tahun. Perkiraan ini dengan menggunakm asumsi bahwa ekonomi 
aasionai tumbuh dengan selritar 6,0 persen, berlanjutnya deregulasi ekonomi di 
mana harga-harga komoditas sesuai dengan harga pasar dunia, sernakin 
berkembangnya globalisasi ekonomi, disertai pula dengan penumnan tingkat 
bunga investasi, serta laju infIasi berkisar antara e n m  sampai delapan persen 
per hhun. 



Dengm perturnbuhm sektor pertanim 3,s persen per tahun selama Repelita 
VI, maka pangsa PDB pertmian akan berkurang dari 16,37 persen pada awal 
Repelih VI menjadi 14,s persen pada a b k  Repelita VI. 

D a l m  skenario ini, subsektor peternakan tumbuh terbesar dengan laju 6,1 
persen, disusul dengan subsektor perikanan dengan laju5,2persen dan subsektor 
perkebunafi dengan laju 4,2 persen, sedangkan tanaman pangan hanya tumbuh 
dengan laju 2,6 persen per tahun.' 

Untuk mengimplementasikannya, digunakansrategy dasar pengembangan 
Sistern Agribisnis Terpadu yang ditopang oleh dernokrasi ekonomi yang 
menerapkan azas keseimbangm, keselarasan, dan keterpaduan bagi setiap 
pelaku ekonorni, seperti petani, BUMN, dan swash. 

Selanjutnya Bapak Menteri Pertmian merinci srategy dasar tersebut sebagai 
berikut: 

(1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan senantiasa 
memperhatikan: 
a. Kualihs ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. Kualitas keterampilan disertai dengan semangat keja, disiplh, dan 

tanggung jawab; 
c. Nubungan kelembagam yang transparan serta adanya keseimbangan 

ekosistem dan pembmgunm; dan 
d. Peningkatan nilai gizi ymg dinamis. 

(2)  Meningkatkm halitas sumberdaya manusia rneialui efektivitas pendidikan 
dan pelatihm pertanian secara dinmis dan berinabang dengan orientasi 
progrm disesuaikan dengan potensi sumberdaya pertanian, wilayah d m  
keunggulm komparatif komoditas pertanian; 

(3) Melakukan desentralisasi pembangunan pertanian yang merupakan 
konsekuensi logis &ri opthalisasi sumberdaya nusantara dalam rmgka 
memperkokoh daya saing bangsa melalui diversifikasi pertmian dan 
terobosan tehologi dengan memprioritaskm perencanam dari bawah ke 
atas (bottom-up); 

(4) Memeratakan pernbmgunan yang diartihn bahwa setiap wilayah daerah 
nusantara dibmgun sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Srategy hi 
dihuapkan akan menumbuhkan saling keterkaitan dan saling rnenunjang 
mtar daerah yang semakin tinggi dan didukung oleh pengembangan 
sumberdaya manusia disertai pelaksana pembangunm prasarma ekonomi; 

(5) Melakukan diversifikasi pertmian yang m e n m b p  teknologi, sumberdaya, 
energi, tenaga keja, pendapatan, produk dan pasar. Srategy ini mencakup 
kebijaksanaan pengembangan d m  penerapan tekaaologi, pengembangan 
agribisnis, kebijaksanaan harga, investasi prasarana dan pemasarm; 



(6) Menumbuhkan lembaga keuangan pedesaan yang fungsin ya sangat srategys 
&lam memobilisasi dana masyarakat pedesaan. Lembaga ini perlu dijamin 
dengan peraturan bahwa lembaga tersebut dikelola dan dimiliki oleh 
masyarakat pedesaan; 

(7) Menerapkan dernokrasi ekonomi di bidang pertanian, dengan menerapkan 
azas keseirnbangm dalam ha1 pembagian risiko, perm d m  keuntungan 
antara koperasi, BUMN, dan perusahaan swasta. 

Untuk menunjang srategy dasar pembangunan pertanian tersebut perlu 
dirakit satu kebijaksanaan operasional pembangunan pertmian yang bersifat 
kondusif bagi pengembangan agroindustri di Indonesia, khususnya agroindustri 
skala kecil dan skala rumah tangga di masa mendatang. Untuk agroindustri 
skala besar, pada umumnya mereka eelah memiliki kemampuan pernodalan, 
manajemen, pemasaran, dan teknologi yang memadai, maka dukungan 
kebijaksanaan yang mereka perlukan lebih bersifat makro, antara lain adalah: 
(1) kernudahan dalam mengekspor produk agroindustri, (2) kemudahan dalam 
mengimpor sarana produksi, (3) kemudahan dalam mengurus perbinan usaha, 
(4) perpajakan, (5) tataniaga dan pemasaran, dan (6) prasarana dan sarana. 

Untuk agroindustri skala kecil dan skala rumah tangga masih perlu dirakit 
berbagai kebijaksanaan yang menyangkut: (a) harga dan sistem pemasaran 
produk pertanian, (b) investasi, (c) pola pembinaan kelembagaan agribisnis, (d) 
penelitian,*dan (e) pendidikan dan latih$n. 

k a h  pembangunan pertanian masa yang akan datang, dapat dibaca dari arah 
dan srategy pembangunan nasional, karena memang dunia pertmian adalah 
bagian integral dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem nasional. 

Pembangunan Indonesia sejak Orde Barn yang dilakukan dengan lima kali 
Peiita, dikategorikan rnenjadi dua periode yang berbeda sekali coraknya (Aroef, 
M., 1993): 

(I) Periode pe r tma  dengan orientasi pembangunannya adalah "swasembada" 
untukbisa memenubi kebutuhm dari basil produksi sendiri (sistem ekonomi 
yang inward tooking), d m  orientasi pasmya  adalah pasar daIam negeri 
(1968-1985). Puncak keberhasilannya ditandai dengan suksesnya 
swasembada beras tahun 1984. 

(2) Periode kedua dengan corak orientasi pasar luar negeri (1985-sekarang), 
yang dipacu oleh berbagai deregulasi, debirokratisasi, deregulasi, d m  
kebijahn lqin semaGarn itu. 



Periodesasi itu rnerupakan konsekuensi logis dari keberhasilan 
pembangunan kita. Periode Iima belas tahun pertama (1968-1985) telah berhasil 
meningkatkan pendapatan dari 80 US$ pada tahun 1968 menjadi 520 US$ pada 
tahun 1985, dan periode berihtnya meningkatkan pendapatan menjadi 620 
US$ (pidato Presiden, 16 Agustus 1993). Keberhasilan ini juga dapat disimak 
dari struh%vir perekonomim kits yang makin berimbang. Peranan sektor industri 
d a l m  produksi nasional meningkat dari 9,2 persen pada tahun 1969 menjadi 
21,3 persen pada tahun 1991, sedangkan peranan sektor pertmian dalam 
produksi nasional pada t&un 1968 sebesar 4 9 3  persen menjadi 19,62 persen 
pada tahun 1991. Berbagal indikator keberhasilan tersebut makin memperteguh 
keyakinan kita untuk menghadapi kebangkitan nasional yang kedua, yaitu P3P- 
11. PJP-I - sebagai konsekuensi logis dari thgkat pembangunan yang telah 
dicapai dalam PJP-I - dimangkan sebagai era industrialisasi. Berarti kita harus 
rnentransfomasikan masyarakat yang agraris ke masyarakat industri baru. 
D a l m  sektor pertanian, hal h i  berarti orientasi pada produksi pertmian bahan 
mentah dan setengah jadi menjadi masyarakat industri yang mampu 
maningkatkan nilai tmbah sumberdaya manusia d m  sumberdaya aIam yang 
laita miliki, seproduktif dan seefisien munghn. Untuk itu, dengan tepat sekali 
GBNN 1993 menggarisbawahi (yang dihtip padaawal tulism ini) pembangunan 
harus diarahkan kepada rnenghasilkan sumberdaya manmia yang produktif. 
Sadi sekali lagi fokusnya adalah pembangunan sumberdaya manusia. Memang 
dengan berubahnya masyarakat dari agraris ke masyarakat industri baru, maka 
segala noma dan perilah manusianya memerlukan berbagai penyesuaiarr. 
Dalam ha1 h i  GBMN 1993 memmuskannya demikian: 

Terciptmya halitas manusia dan halitas masyarakat Indonesia yang 
maju dan mandiri d a l m  suasma tentram d m  sejahtera lahir dan batin, 
d a l m  tah kehidupan rnasyxakat, bangsa, dan negara ymg berdasarkm 
Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba 
berkesinambungan dan selaras d a l m  hubungan antara sesma  manusia, 
manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungannya, mmusia 
dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Mengapa pilihan laita industri? Mengapa tidak tetap agraris? Bagahana 
wjudsektorpertanian d a l m  era industri baru tersebut? Sejauhmana permannya? 

Untrnk menjawab pefianyaan-pertanyam tersebut kita &pat bercemin 
pada tahapan-tahapan kemajuan pembangunan dari negara maju. Yang pertama 
diingat pertmian akm tetap menjadi trnlang punggung kehidupan bangsa. 
Jepang tetap m e m p e d m k a n  produksi padhya, walaupun untuk itu pemerinhh 
harus memberi subsidi yang besar. Piiihan industri karena memang dari 




















